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BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURANBUPATI MUSI BANYUASIN

NOMORII) TAHUN 2020

TENTANG

RENCANAINDUKSISTEM PENYEDIAANAIRMINUM
KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2020-2034

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang

dijelaskan di dalam lampiran sub urusan air minum

bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem

penyediaan air minum di daerah KabupatenjKota

dilaksanakan oleh Pemerintah KabupatenjKota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air

Minum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2034.

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 ten tang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara

Repu bIik Indonesia Nomor 1821;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4725);
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Per!indungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

114,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor

5063);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di

ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 6405);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang

Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5802;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang

Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5801);

13. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 tahun

2005 tentang KeIjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

14. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang

Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 389);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

16. Peraturan Menteri PekeIjaan Umum Nomor 14 tahun

2010 tentang Standar PeIayanan Minimal bidang

PekeIjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara

RepubIik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1154);

17. Peraturan Menteri PekeIjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang PenyeIenggaraan

Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 587);
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18. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tahun 2017

ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 Nomor

14);

20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2008 Nomor 40);

21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi

Banyuasin 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 8);

22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2020 Nomor 8).
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK

SISTEM PENYEDIAANAIR MINUMKABUPATEN MUSI

BANYUASINTAHUN2020-2034.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;

3. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum seIanjutnya

disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20) tahun

yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum

jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi

kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa

tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-

dimensinya;

4. Air baku untuk air minum rumah tangga dan non rumah tangga, yang

selanjutnya disebut air baku adalah air yang berasal dari sumber air

permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi

baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum;

5. Air Minum adalah air minum rumah tangga dan non rumah tangga yang

melalui proses pengoIahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi

syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;

6. Penyediaan air minum adaIah kegiatan menyediakan air minum untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang

sehat,bersih, dan produktif;

7. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah

satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan

sarana air minurn;

8. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun,

memperIuas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik

(kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum)

dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum

kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik;
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9. Oaerah aliran sungai yang selanjutnya disebut OASadalah suatu wilayah

tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan

dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air

yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian

mengalirkannya melalui sungai utama ke laut;

10. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut

Penyelanggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik

daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat

yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air

minum;

11. Cakupan pelayanan adalah prosentasi dari masyarakat yang mendapat

pelayanan air minum secara langsung baik perpipaan maupun non

perpipaan;

12.Wilayah pelayanan adalah daerah yang telah dilalui perpipaan distribusi

baik POAM maupun non POAM sehingga masyarakat yang dilalui

perpipan tersebut berpotensi menjadi pelanggan;

13.Pelayanan perpipaan adalah pelayanan air minum kepada pelanggan

dengan sambungan rumah;

14. Pelayanan non perpipaan adalah pelayanan air minum tanpa sambungan

rumah;

15. Perkotaan adalah daerah pelayanan yang memiliki kepadatan penduduk

lebih dari 153 per km2;

16.Non perkotaan adalah daerah pelayanan yang memiliki kepadatan

penduduk kurang dari 153 per km2.

BAB 11

MAKSUODANTUJUAN

Pasal2

(1) Rl SPAM Kabupaten ditetapkan sebagai dokumen induk rencana

Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten,

yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kabupaten;

(2) RI SPAM Kabupaten memuat tentang pelayanan air minum perpipaan

dan non perplpaan, target cakupan pelayanan, waktu perencanaan,

sumber air baku, kapasitas produksi, tahapan perencanaan, perkiraan

kebutuhan biaya investasi;
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(3) RI SPAM Kabupaten berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten,

penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di

wilayah administrasi Kabupaten.

BABIII

RUANGLINGKUP

Pasal3

(I) RI SPAM Kabupaten memuat tentang program keIja dan rencana keIja

strategis pengembangan SPAMdi Kabupaten.

(2) Dokumen RI SPAMdisusun dengan sistematika :

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Gambaran Umum Kabupaten;

BAB III : Kondisi SPAM Eksisting Kabupaten;

BAB IV : Standar /Kriteria Perencanaan;

BAB V : Proyeksi Kebutuhan Air;

BAB VI : Potensi Air Baku;

BABVII : Rencana Induk dan Pra Desain Pengembangan SPAM;

BAB VIII:Analisis Keuangan;

BABIX : Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Air Minum.

(3) Dokumen R1 SPAM sebagaimana dimaksud pada pasal (2) tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BABIV

JANGKAWAKTU

Pasal4

(1) R1 SPAM Kabupaten ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas)

Tahun dengan periode perencanaan 2020 sampai dengan 2034 dan dibagi

dalam 3 (tiga) tahap yang setiap periode 5 (lima) tahun;

(2) RI SPAM Kabupaten yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5

(lima) tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan

memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah Kabupaten;

(3) Tanggung jawab peninjauan ulang R1SPAM sebagaimana dimaksud pada

Ayat (2) berada pada Perangkat Daerah yang menangani SPAM di

Kabupaten;
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(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan oleh

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten;

(5) Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten

diketuai oleh Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

BABV

PELAKSANAAN

Pasal5

(1) Pemerintah Kabupaten sebagai pengendali pelaksanaan RI SPAM;

(2) Sebagai Pengendali pelaksanaan RI SPAM Pemerintah Kabupaten

Menunjuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai

pelaksana dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik sebagai

operator pelaksana pelayanan air minum jaringan perpipaan di

Kabupaten.

Pasal6

(1) Kapasitas produksi terpasang direncanakan sebesar 2.680 It/det dengan

sumber air baku dari air permukaan/sungai/danau, mata air dan sumur

dalam pada akhir tahun 2034;

(2) Target Cakupan pelayanan untuk penduduk perkotaan pada tahun 2034

adalah 100 % dan non perkotaan 100 %;

(3) Target pelayanan air minum dengan perpipaan 80 % dan non perpipaan

20 % pada akhir tahun 2034;

(4) Tingkat kehilangan air SPAM perpipaan yang dikelola oleh PDAM

Kabupaten pada akhir tahun 2034 adalah 20 %.

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten melakukan

pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RI SPAM.

BABVI

KETENTUANPENUTUP

Pasal8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Musi

Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal Ito fEfmE£R 20;;

yUPATI MUSI BANYUASINr

\
REZAALEXNOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal n- meml3fR. 2020

SEKRE ARIS DAERAH
KABU ~TEN MUSI BANYUASIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUS! BANYUAS!N TAHUN 2020 NOMOR.!!.t ....
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